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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan. Permasalahan pokok yang dikaji adalah potensi ketidaksesuaian
antara prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam demi kemakmuran
rakyat sebagaimana diamanatkan Kkonstitusi, dengan kebijakan baru yang
memberikan prioritas perizinan kepada ormas keagamaan. Fokus utama dalam
penelitian ini meliputi bagaimana kepastian hukum diwujudkan dalam pengaturan
perizinan pertambangan terkait dengan batasan yang tegas atas pelaksanaan HMN,
serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi norma antara
konstitusi dan peraturan pelaksananya. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan
adanya indikasi disharmoni normatif antara isi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan
ketentuan PP No. 25 Tahun 2024. Konsep penguasaan oleh negara dalam konstitusi
lebih menekankan pada peran negara sebagai pengatur (regulator), bukan sebagai
pihak yang menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada entitas privat. Meskipun
kebijakan pemberian izin kepada ormas keagamaan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana
pengelolaan tersebut benar-benar mengakomodasi kepentingan publik secara
menyeluruh, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, terdapat
pula dampak terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan jaminan
kepastian hukum dalam bidang pertambangan.

Kata Kunci: Izin Pertambangan, Hak Menguasai Negara dan Organisasi
Kemasyarakatan
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ABSTRACT

The research examines the problem of the existence of granting mining licenses to
community organizations (mass organizations) in the context of the State's Right to
Control (HMN) based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia (UUD 1945) and Government Regulation No. 25 of 2024
concerning the implementation of mining activities which raises the potential for
disharmony between the constitutional mandate which emphasizes state control
over natural resources for the prosperity of the people, and the latest regulations
that provide opportunities for religious mass organizations to engage in mining
activities. The problems raised in this study are how the aspects of legal certainty
in mining licensing arrangements related to firm and clear boundaries in the concept
of state control rights over natural resources and how the legal consequences arising
from disharmonization of licensing arrangements in the mineral and coal mining
sector. This research was conducted using a normative juridical method where the
results indicated that there was a potential disharmony between the mandate of
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and PP No. 25 of 2024. The
concept of “controlled by the state” in the 1945 Constitution gives regulatory
authority to the state, not private ownership, which aims for the greatest prosperity
of the people. The granting of mining licenses to mass organizations, although
intended to increase welfare, raises questions about the guarantee that the
management will optimally serve the interests of all the people, not just certain
groups, as well as implications for the hierarchy of norms and legal certainty.

Keywords: Mining Permit, State's Right to Control and Community Organization
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